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KAITAN ASPEK HUKUM PIDANA MAT! DENGAN HAK ASASI 

MANUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG 

NO. 39TAHUN1999 

ABSTRAKSI 

ER WAN 
NIM : 01 840 0024 

Hukuman mati merupakan fenomena yang menarik dalam dunia ilmu 
pengetahuan terutama ilmu hukurn, khususnya hukum pidana. Hal ini disebabkan 
karena sampai saat ini hukuman mati ini masih merupakan polemik diantara pakar 
tcrutama di lndonesia, walaupun Indonesia secara fonnal masib menerapkan 
hukuman mati. 

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia sudah terjadi sejak lama jauh sebelum 
adanya Khab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia 
mulai 1 Januari 1918. Sebenamya hukuman mati di Belanda telah dihapuskan sejak 
tahun 1870, namu n j ustru diberlakukan di Indonesia sejak lahimya KUHP pada tahun 
1918. Hal ini dapat dimengerti karena lndonesiaadalah negara jajahan Belanda. 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah 
sebagai berikut : 

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 
dihormati, dijunjung tinggi. dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, 
dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 
manusia. 

Eksekusi mati adalah tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang yang 
dilaksanakan oleh algojo kepada seseorang yang telah divonis mati. Kekejaman 
penghukuman bisa dibaca pada banyak esai dan berita, terlebih pada berbagai karya 
sastra. 

Dalam KUHP kita sendiri hukuman mati yang paling lazim dilakukan dan 
ditenrukan berdasarkan Pasal 11 KUHP yang isinya : "Pidana mati dijalankan oleh 
algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkaa tali yang terikat di tiang 
gantungan pada leher terhukum, dan kemudian menjatuhkan papan tempat terhukum 
berdiri". yang kemudian ketentuan ini tidak berlaku dengan keluarnya UU No. 2 
/PnPs/1964. 
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Dalam masyarakat Indonesia sedang ada suatu gerakan yang 
mempertanyakan. apakah pidana mati itu masuk sesuai dengan kebudayaan 
masyarakat Pancasila. Lembaga pidana mati apakah masih relevan untuk 
dipertahankan di dalam sistcm hukum pidana mati Indonesia harus dinilai sesuai 
dengan falsafah Pancasila. 

Dalam pemidannan hal-hal yang perlu dipertimbangkan hakim adnlah : 

I. Kesalahan pembuat; 
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana; 
3. Cara melaJ...'Ukan tindak pidana; 
4. Sikap barin pembua4 
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat; 
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana; 
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; 
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilak:ukan. 

Kasus Ayodhya Prasad Chaubey dalam perkara tanpa hak: dan melawan 
hukum membawa, mengangkul dan mentransit narkotika golongan I jcnis heroin 
± 12, 19 kg. Dalam persidnngan terbukti bahwa dakwaan primair telah terbukti. sesuni 
dengan semua unsur Pasal 23 (4) UU No. 9 Tahun 1976, Pasa\ 55 (\) KUIIP. 

Tata cara pelak:sanaan cksekusi terhadap terpidana mati dahulu diatur dalam 
ketentuan Pasal 1 1  KUHP yaitu dilak:ukan dengan a\gojo di tempat penggantungan 
dengan menggunakanjerat di Jeher, yang kemudian diganti oleh Penpres No. 2 Tahun 
1964 yang kemudian menjadi UU No. 2 Tahun 1964. dengan alasan Pasal 11 KUHP 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaanjiwa revolusi Indonesia. 
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Puji Syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT, yang telah 

melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhimya pekerjaan penulisan 

karya ilmiah dalam bcnt11k skripsi ini dapat terselesaikan. 

Skripsi penulis ini berjudul ''KAITAN ASPEK IIUKUM PIDANA MAT! 

DENGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT UND�G-UNOANG NO. 39 

TAHUN 1999 (Studi Kasus d i  Pengadilan Negeri Medan)". Adapun penulisan skripsi 

ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di 

Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana dalam program 

pcndidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Huk:um. 

Dalam menyelcsaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan 

dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima

kasib sebesar-besamya kepada para pihak tersebut, 1erutama kcpada : 

Bapak Syafaruddin, SH. M.Hum. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universilas 

Medan Area dan selaku Pembimbing II. 
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Penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada A )'ahanda 

dan juga Ibunda tercinta sena keluarga yang tidak bisa disebut satu persatu. 

Dan pada kescmpatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih kepada 

sanak saudara yang telah mcmbantu penulis begitu tulus ikhlas. Scmoga keberhasilan 

penulis dalam mcnyelesaikan studi di Fakultas Hul..'UJTI Universitas Medan Area 
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kita semua. 

iv 

Medan, Descmber 2005 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Hukuman mati merupakan fenomena yang menarik dalam dunia ilmu 

pengetahuan terutama ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Hal ini disebabkan 

karena sampai saat ini hukuman mati ini masih merupakan polemik diantara pakar 

terutama di Indonesia, walaupun Indonesia secara formal masih menerapkan 

hukuman mati. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk ajang balas dendam 

semata oamun ada tujuan yang lebih penting dari itu. Berbagai teori perbedaan teori 

pemidanaan muncul sebagai jawaban atas pertanyaan dari tujuan pemidanaan yang 

sebenamya. 

Mahendra Kusuma, SH MH, memandang hukuman mati sebagai berikut : 

Hingga saat ini masih terdapat beberapa terpidana mati yang masuk waiting 
list (daftar tunggu) untuk dieksekusi mati. Bahkan ada terpidana mati yang 
menunggu eksekusi sampai 20 tahun. Pasal 271 KUHAP juncto UU No 
2/PNPS/1964 tentang eksekusi hukuman mati, tidak menentukan batas waktu 
sampai kapan terpidana mati dieksekusi. Penundaan eksekusi dapat dilakukan 
terhadap terpidana wanita dalam keadaan hamil sampai usia 40 hari kelahiran 
bayi atau terpidana yang sakit sarnpai ia sembuh. 1 

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia sudah terjadi sejak Jama jauh sebelum 

adanya Kitab Undang-Undang Hukwn Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia 

mulai I Januari 1918. Sebenarnya hukuman mati di Belanda telah dihapuskan sejak 

tahun 1870, namun justru diberlakukan di Indonesia sej ak lahimya KUHP pada tahun 

1 Mahendra Kusuma, Problematik Eksekusi Pidaua 1'tfati, www.SriwijayaPostOnline.htm 
Rabu, 19 Februari 2003, hal. I. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



2 

1918. Hal ini dapal dimengerti karena Indonesi a adalah negara jajahan Belanda. 

Dengan pidana mati maka penjajah Belanda dapat menghukum orang-orang 

jajahannya yang dianggap mengancam keselamatan dan keberadaan Bclanda di 

Indonesia. Lebih berkcsan unluk menakuli-nakuti pribumi demi kclangsungan 

penjajahan. 

Pidana mati mcrupakan salah satu pidana pokok yang terdapat dalam 

ketentuan Pasal 340 KU I IP. Di dalam pasal tersebut antara lain: 

Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang 
lain. diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana 
mati atau pidana pen{ara seumur hidup atau selama waktu tertentu. paling 
lama dua puluh 1ahun. 

Dalam sejarah umat manusia lembaga huJ..-uman mati bukanlah sesuatu yang 

baru. Lembaga ini bahkan mungkin sama tua usianya dengan munculnya masyarakat. 

Proses permasalahan perkembangan pidana mati dari abad ke abad sampai ;z.aman 

modem sekarang ini dapat dianggap sebagai salah satu indikasi atau ukuran mengenai 

arah dan kemajuan perkembangan kehidupan budaya manusia Pidana atau bukuman 

mati merupakan pidana yang unik selalu dipermasalahkan sejak dnhulu sampai 

sekarang, tidak terlcpas dari pendapat pro dan kontra dengan berbagai alasan. 

Masalah hukuman mati menyangkut nyawa manusia, sehingga apabila tidak terjadi 

kcsalahan dalarn putusan yang dijatuhkan oleh hakim maka 1idak dapat diperbaiki 

lagi atau dengan kata lain hakim khilaf dan pelaksanaan ekseksusi tclah di lakukan 

maka pada orang itu, 1idak akan mungkin kembali diberikan jiwanya. Polernik 

'Moeljamo, Kl/ab Undang-lllrdang Hukunr Pidana, Bumi Aksara, Jalarta, 2003, bal. 123. 
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